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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk penyempurnaan kebijakan akuntansi 

Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar 

Akuntansi Pemerintahan, maka perlu mengubah Peraturan 

Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 

Bone Bolango: 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952), 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4269):



10. 

11. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355), 

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400), 

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4938), i 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), ) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601), 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4090), 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340), 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574), 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575), 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4571) 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585),



Memperhatikan : 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

21.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), 

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2011: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 

Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 

Bergulir pada Pemerintah Daerah,



6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor : 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta 

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi J aminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah, | 

7. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone 

Bolango, 

8. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 

sampai dengan Nomor 14 sebagai berikut : | 

a. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah 

Daerah, 

b. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan Konversi, 

c. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan 

Belanja Pemerintah, 

Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan, 

Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, 

Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, 

Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang, 
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Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, 

pe
da

 
. Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan 

Sosial, 

Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, 

te
ma
. 

k. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang 

Asing, 

1. Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah, 

m. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas, 

n. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis 

Akrual, 

o. Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis 

Akrual, 

p. Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud 

Berbasis Akrual) 

g. Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis 

Akrual, '



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 

BONE BOLANGO 

Pasal 1 

Merubah isi Lampiran BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

peraturan Bupati Bone Bolango ini dengan menempatkannya dalam 

Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango. 
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Diundangkan di Suwawa 

pada tanggal 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, 

  

    

    Ir. AK MSi 
PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP. 19641106 199103 1 005 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 
NOMOR : TAHUN 2017 
TANGGAL : 2017 
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO 

NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

BAB X 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN 

A. UMUM 

Cc. 

Tujuan 

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan 
dalam laporan keuangan. 

Ruang Lingkup 

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi /pelaporan 
Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

Definisi 

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Klasifikasi 

4, Persediaan diklasifikasikan sebagai mana diatur dalam Bagan Akun Standar. 

PENGAKUAN 

5. Persediaan diakui pada saat : 
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal: 
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

6. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). 
7. Pemakaian Bahan Laboratorium di Rumah Sakit dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lainnya berupa benda padat, cair, serbuk dan gas 

yang mengakibatkan berkurangnya satuan volume bahan laboratorium 
tersebut (kg, gram, liter, mililiter, buah, boks) dicatat mengurangi volume 
bahan laboratorium tersebut (kg, gram, liter, mililiter, buah, boks). 

8. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (Stock Opname. 

PENGUKURAN 

9. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 
pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan 
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi persediaan (stock opname) 
dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi 
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terakhir/nilai wajar. 

10. Penilaian Persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau 

rata-rata tertinbang. Harga Pokok dari barang-barang yang pertama kali 

dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/ dijual pertama kali. 

Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian 

terakhir. 

11. Persediaan disajikan sebesar: 

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan 

persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan 

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang 

serupa mengurangi biaya perolehan. 

b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait 

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang 

dialokasikan secara sistematis. 

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. 

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian 

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan 

transaksi wajar (arm length transaction). 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

12, Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. 

13. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan: 

a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan 

b. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam 

pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan 

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses 

produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, dan 

c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam k: disi rusak      
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